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PERATURAN BUPATI TORA'A UTARA
NOMOR 26 TAIIUN 2OI5

TENTAI{G

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNCAN ANAK

KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAIIMAT TUIIAN YANG MAIIA ESA

t,UPAI'I'I (JKA'A U'IARA,

bahwa penyelengqaraan Pemberdayaan Perempuan dan
I'eriintiungan Anak rrerupakan tanggung jawab iiegara,
Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuaa
Pasai i3 Unriang-Undang Nomor 23 Tahrrn 2tJ04 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan
Pasai 't) ijnciang-iJnriang iiomor 2.s lahun 2uO2 rentang
Periindu ngan Anak ;

bahwa tin<iak kekerasan terhadap perempuan, anak dan
kekerasan dalam rumah tang5la. merupakan pclanggaran
hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan serta
bentuk diskriminasi yang perlu mendapat penanganan dan
pencegahan secara me nyeiumh;
bahwa penaganan dan perlindungan korban kekerasan
diiairukan secara terpadu tiengan meiiiratkan ixrimgai
pihak dan p€ran aktif masyarakat dalam
peyeianggaraan nya schinga Femerintah Daerah perlrt
menyediakan sarana dan prasarana pelayanan bagi korban
tintiak kekerasan dalam bentuk pusat tElayaran terpariu
yang sesuai standa-r pelayanan minimal;
bo.hwa berriasarkan pertimim.ngan s€bagaimana dimaksu<l
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu
menetapkan Feraturan Rupati tentang Flrsat -rreiayanan

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(ahupaten toraja Urara.

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan

Konvensi menggnai -rcnghapusan Segaia Rentuk
lriskriminasi Terhariap Wanita iCnrutention on The

Mengingat



Elemination of Al Forms ftalic Dissimitation Again-st Woman)
(irmtraran Ncgara Repuhlik indonesia Tahun i984
Nomor 29, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia
Nomor:1277);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak (Itmbaran i'{egara Repuhlik Indonesia Tahuo i997
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Norrmr 366a);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang
Fcngcsahan II.O C-onvcntion Nomor 138 {:aruerning
Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi II,0
mengenai Usi$ Minamum untuk diprtntrehkan fukerja)
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indone-sia
Nomor 3835);

4. Undang-Urulang Nomor 39 Tahun l9€9 tentang Hak Asasi
Manusia {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Iembaran HeEara Reputriik
Indonesia Nomor 3886);

5. Un<iang-Un<lang Nomor t Tahun '2OOO tentanB Fengr-sahan
ll: Conoention Nomor 182 Conernirq The Prosibition and
Immeiiote Aaion For The Flirnirurtiatu {}f Tte Warth Fonn {)f
Child Labour {Konvensi Nomor 182 mengenai Pelarangan
<ian Tin<lakan -Segala kngahapusan Ehntuk-Bentuk
Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOtl Homor 3O, Tambahan
lcmbaran Negara Rcpublik {ndonesia Nomor 394IJ;

6. Un<lang-Undang t{ornor 23 Tahun 2OO2 tentanB
Perlindungan Anak (trmbaran Negara Repu blik Indonesia
Tahun 2OO2 Nortor 1f)9, Tambahan Iembaran Negara

Republik Indonesrh Nomor 4235);

7. Urulang-Undang Nornor t3 Tahun 2m3 tentang
Ketenagakerjaan (ltmbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2OO3 Nomor 39, Tambahao Iemharan Negara

Republik Indonesia Nomor 4279);

8. (Indang-Un<iang Nomor 23 Tahun 2ffi4 t€ntang
Penghapu san Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Icmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2til4 Homor 95,
Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia
l{omor 44 i9};

9. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2@4 tentang
Ferimhngan Keuangan Antara Fr-merintah Pusat dan

Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahttn '2ooa t{omor 126, Tambahan l*mbaran t{egara

Repuhlik Indonesia Nornor 443Ii!;
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Menetapkan

Teknis Daer:ah dan Lernbaga krin (Lernbaran Daerah
Habupaten Toraja lJtara Tahun 2OlO Nomor 9).

ME,MUTUSKAN:

PERATURAN RIJPATI TENTANG PUSAT PEIAYANAN TERPA'JU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TORAJA UTARA.

BAB I
KETEI.ITUAN UMUM

Pasal I

Ira-lam Ftraturan Bupa.ti ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemrrintahan Daerah a<laiah penyebnggaraan urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Ferwakiian Rakyat llaerah menurut asa-s otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsrp otonomi seluas-luasnya
<lalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Ilasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
knyelenggara Pemerintahan Drerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangal daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Rlsat Felayanan Terpadu Fember<layaan krcmpuan dan

Perlindungan Anak Kabupa.ten Toraja Utara, selanjutnya
ciisingkat P2T'P2A aoaJ,a-n pusat iayanan terpadu dan
terintegrasi bagi perempuan dan arnk korban tindak
kekerasan meliputi penga.duan, pendampingan, ruju kan
kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling,
psikoiogis, irantuan h ukum, pemu ian gan, cian rcin tegrasi.

6. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan
memberikan rasa arnan korben ya.ng diiakukan oleh pihak
keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan,
pengadiian, atau pihak lainnya baik sernentara maupun
berdasarkan penetapan pengadilan.

7. Kekera:san terhadap perempuan aialah sctiap tindakan
berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau
mungkin irrakiint kesengrraraan atau trrnderitaaD secara
fisik, seksual, atau psikolqgis, termasuk ancarran tindakan
t€rtentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara
sewenang-wenang baik yang terjadi dimnah publik atau
tiaiam kehrdupan sehari-hari.

8. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap
anak yang bcrakibat timbuinya knsengsaraan atau
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lapea hei:rs)
kandungan

11.
untuk menjamin

:t:ffi.x#*
aba! kemanusiaan, :-rta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Korban Kekerasan e<taiah prr€mp(ran dan anak yang

mengalami kekerasan dalam ranah publik dan domestik.
i3. Standar Feiayanan Minimal (SPM| bidang irayanan teryradu

bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah tolak
ukur kineqia petajmnan unit peiaya.nan tergl u dahm
m€mberikan pe}ayanan penanganan pengaduan, pelayanan
ke.x-hatan, rehabilitasi sasiai, penegakan clao hantuan
hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi

per€mpuan <lan anak korban ktkerasan'
14. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang

dilakukan oleh penyelenggara iaya.nan terpadu untuk
fiIenindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap

penempuan <lan anak yang diajtkan kor-ban, keiuarga atau

mawarakat.
i5. Feiayanan Keshatan a<ialah upaya yang rneJiptrti aspek

promotif. kuratif. dan rebilitatif-
i6. Rchatulitasi Sosis.l a<iatah petayanan yang ditujukan untuk

memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang

yang mengalami disfungsr soeial agar dapat meJ*kmnakan

funEsi sosialnYa secara waiar.
t7. Fenegak Hukum adaiah apa rat yaag diberi wcwenang otreh

Negara untuk melaksanakan peraturan pemndang-

undangg.n.
18. Badan Hukum adalah -iasa yang diberikan oleh pendamping

hrrkum atau a<tvoi<arl untuk unehkukan pfixres

pendampingan dan/atau korban kekerasan terhadap

perempuan dan anak yang sensitive gender'

19. Pemulansan adalah uDaYa mengembalikan perempuan den

anak korban kckeramn <lari luar negcri ke titik



debarkasi / en try point, atau daerah penerima ke daerah
asitl -

2O. Reintegrasi Sosial adalah upaya pcnyatuan kembali korban
rtsnmn niholr l,*lrroam 

'uhffihri 
4rort mo6'6rbLar 'oncbar Pv,td5r.rtri, <rlii(r ,.!a!t,J1rrii\!ra 

-, ..D

dapat memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan
bagi korban,

BAB II
r rrrvlr)Drt I tJr\rllt ljatlt -t\LlJ!i._./ rJL./ I\-alr I

Pasal 2

(i ) lrengan Peraturan Rupati ini riitrntuk Pusat tergra.du
Pemberdayaan krempuan dan Perlindungan Arurk

iPzrP2Al.
(2) P2TP2A merupakan mitra Penrerintah Daerah dalam

menyelenREarakan pelayanan terpadu bagi kortnn
kekerasan.

(:11 P?TP2A sehagairnana dimaksu<l gia ayat (l) raenrglkan
orga-nisasi non struktural.

BAt] III
RUANG I,INGKUP

Pasal 3

(1) Ruang lingkup P2TV2A meliputi penanganarl korban
kekerasan terhadap perempuan, ana,k dalam rumah tangga
dalam wialayah daerah lintas kecamatan dan iintas
kelu rahan l lembang 5ang membutuhkan fasr'litas P?TPZA.

(2) Apabila ada kasu s yang melibatkan lintas Kabupaten, iintas
Pnopinsi dan lintas Negara maka diirakukan koordinasi
dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat maupun
iembaga non pernerintah terkait.

BAB TV

TUGAS DAN FIJNGSI

Pasal 4

PZ'I'PAA rnempunya.i tu6as trrcnj/e l,engarakan tttga.s terpa<iu
terhadap korban kekerasan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 P?TP2A mempunyai fungsi:

a. penanganan pengaduan dan pendampingan perempuan dan
anak horban kekerasan;
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b. penyelenggaraan rujukan kasus yang rnemerlukan
pelayanan kese-hatan 6srt igevr3aiinC fBgr prempuan dan
anak korban kekerasan:

c. memfa,siitesi rehahniitasi sosial basi pere{npuan dan anak
korban kekerasan;

d- pellegakan dan ientuan hakum bagt 1r-rcmpuan den anak
korban kekerasan;

e. pemrriangan dan rcintegrasi smial bagi prremptran <lan

anak korban kekerasan;
f. mesnfasilitasi pernberulay€ran perempuan dan anak korban

kekerasan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan
pengambilan keputusan dalam rangka terurujtt<lnya
kesetaraan dan keadiian gendr;.

BABV
STRUKTUR ORGAHTSASI

Pasal 6

(1) C.rrganisasi P2TP2A f.enliri atas:
a. Pengarah;

b. tre nangu ngiawab;
c. Ketua Umum;
ei. Ketua Harian;
e. tiekretaris;
t'. ttendahara; dan
g. Divisi-divisi.

(2) Stnrktur err6anisasi Y)TFZL shagaimana dimakeud paria
ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian
yang &dak terpisahkan <iari Feraturan Eupati ini-

Pasal 7

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat {i)
humf a rnempunya.i tugas:

a, memberikan arahan, nasehat, pembinaan dan petunjuk
terhadap lrJa,ksanaan ?7T'Y)h ; da*

b. membaatu dan mengevaluasi pelalsaaaan program dan
kegiatan P3TF?A.

Pasal I
Fena-nggung jawab ehgairaana dimaksud dalam FEsai 6 ayat
{1) huruf tr, mempunyai tugas:
a. be rtaaggungiawab terha<lap pelaksaaaan P?TP2A;

b. mema-ntau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan
kegratan; dan



C melaporkan hasil pelaksanaan P2TP2A kepada Bupati
secara grriodik.

Pasal 9

Krtrra (Jrnrrrn stmgeimana <iimaksud dalatn Pasal 6 eyat (U
huruf c, mempunyai tugas:
a. mengkoordinasikan tug8s dan fungsi dari P?IY)A dan

divisi-divisi agar berjalan dengan baik;
tr. memfasilitasi keterse<liann s&(ana, prasarana dan

pembiayaan bagi pelaksanaan l2'l'I2A; dan
c- mcmonitor dan katalisator dalam rnensinergikan antar

lem@a pernerintah dan non pertrcrintah.

Pasal 10

Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (i)
huruf d, mempunyai tugas:
a, mcmfasilitasi dan mensincrgikn antar lembega pemerintah

dan non pemerintah;
tr" memimpin pelaksanean tuges harian cian fungsi YITP}L

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalr Pasal 4; dan
c. rrrelaporkan kegiatan PZT-P2A i<epn<ta Ketrra Umrrm.

Pasal 1l

.kirrctaris etngaiamana dimaksud daiam Pasal 6 ayat (i)
huruf e, mempunyai tugas:
a. rnehksanakan tusas <lan frrngsi aclministrasi P?TP2A agar

dapat be{alan dengan baik;
b. mendistribusikan kasus kep*da divisi-rtivisi; ctan

c. sekretaris dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab
kepeda Ketua Lim{rm me&alrri Ketua Harian.

Pasal 12

Fkendahara setragairnana dimaksrrd dairam Pami 6 ayat (i|
huruf f, mempunyai tugas:
a- rnehksanakan pengbiann keuangan p?tp2A <tengan baik

dan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b. memkruat laporan pertanggunsiawabaa Keuangg.n;
c. Bendahara dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud

pa.<ia a5rat {i} bertangu ng jawab kegta Ketua lJmum
melalui Ketua llarian.



Pasal 13

Divisi divisi sebagaimana dim:rksud dalam Fasni 6 ayat (1!

humf g teridiri dari:
n. llivisi peagn<luan dan pendampingan;

b. Divisi kesehatan dan konseling;
c,. frivisi bantuan tlan lmdampingan hukum; dan

d. Divisi ke-rjasama dan pengembangan.

Pasal 14

Divisi Pengaduan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal i3 hurufa bertugas:

a. menerima pengaduan, melakukan registrasi data korban;

b. metakrtkan peniiaian terharlap kon<lisi korban kekerasan <lan
kebutuhan pelayanan;

c. memberikan informasi terkait layanan yan6 akan
diberikan kepa.da korban dan atau keluarga serta
pen<iampi ngan kepa<la korban kekerasan,

Pasal 15

Divisi Kesehatan dan Konseling, sebagaimana dimaksud
<lalam Fasai t3 hrrnrf b, rnempun3rai trrgas rnenyelenggarakaa
sistem rujukan kasus yang membutuhkan tindakan
merii* kerjasama dengan trrbegai nrmatr sakit dan
pusat pclayanan kcschatan lainnya.

Pasal 16

Divisi Rehabiltasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi
sebagaimana dirnaksuei dalarn Pasai 13 hunrf c, mempunyai
tuga-s:

a. memilasiiitasi dan ren5re<liai<an peiayanan nlmah aman
(shelter) bantuan perlindungan hukum bagi korban
kekerasan;

b. memfasilitasi sosial bagi kortlan tindak kekerasan;
c. memberikan bimbingan rohani, bimbingnn sosial b€gi

korban;
d. memfasiiitasi rejntegrasi sosial-

Pasal 17

Divisi Bantuan dan pendampingan Hukum, sebagaimana
dimaksud datam Pasal ii huruf d mempunyai tuges:
a memfasilitasi bantuan perilin<lungan hukum bagi korban

dan tindak kekemsnn.
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b. melakukan pendampingan ke lembaga terkait yang bergerak
di bidang bantuan hukum Kepolisian, dan Ftrga.dilan; dan

c. memfasilitasi perlindungan dan pengam{rnan terhadap
osang yang rrrengahmi tindak kekerasan maupun
orang yarg melaporkan terhadap anca[ran dan
intimidasi dari barhgai pihak-

Pasal 18

Divisi kerjasama dan pengembangan setragairnana <limaksud
dalam Pasal 13 humf e mempunyai tugas:
a. melakukan kerjasama antar institusi Fernerintah, SKPD,

i,embaga Non-Pemerintah, swasta dan mas5zarakat; dan
b. mengembangkan pr(Bram-pratsram pember<la5raan

perempuan dan anak korban kekerasan dengan
iembaga-le:nbaga yang me-rniiiki ke4iatan pemberdayaan
perempu€rn.

T]AEI VI
KEPENGURUSAN

Pasal 19

(1) Organisasi P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
tediri dari instansi FernerintahlSKPD yang
melakukan kerjasama terkait, te mbaga/Organisasi
Feduli Ferempuan dan Arrak, I.embaga Rantuan
Hukum, Organisasi Profesi, swasta serta masD/arakat

5rang rremiiiki perhatian terharlap masahh Feremp{ran
dan anak.

i2| Kepngurusan PZTP2A diangkat dan ditrrhentikan oieJt

Bupati.
(3f Masa beriaku nya kepengumsan stanra 2 (dua) tahun sejak

ditetapkan.
i4) Hepengrrusan PZTP2lr setragaimana dimaksud pada ayat

(2) dtetapkan dengan Keputusan Bupati.

T]AB VII
TATA KER.'A

Pasal 2O

Dalam mel.raksanakan tugas dan fungsi, kepengurusan
F2TP2A wajib meneraplcan prinsip-prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi, transpa-ransi dan akuntabilitas
baik daJam lingkup kelmgurusan maupun dengan
instaasi/organisasi lainnya sesuai Peraturan Perundang-
u n<langan yang berlekrr.
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BAB VIII
PEMTTIAYAAN

Pasal 2l
f}iaya. penyeleaggara PITPZA <libebankaa kepa<ta Angsaren
Pendapa.tan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber lain
yang m-h dan tidak mengikat.

BAB IX
KETE}TTUAN PEN{JTUP

Pasgl 22

Feraturan Bupati ini mulai trerlaku pada ranffial diundangkac.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengun<iangan peratllran Bupati ini <lengan penempatannjm
dalam Rerita l;aerah Habupaten Toraja t-itara.

Di di Rantepao
pada nggat ?l Agrr stl I IE

I.OHAJA RA,

-|pnnno Ri SORRING

Diundangkan di Rantepao
pada tanf*al 2i Agustus 2Ol5

SE DAE IJ

Ur,A' 'l'(J U'IARA,

LBWARNN NTELA'T]I'

BERTTA DAERAH KABUP,\TEN TORAJA UTAILq. TAI{UN 20i5 NOMOR 27

SEXDA \ Yt/
ASISTEN ,
BAG. HUKUM I
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